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PEDOMAN TRANSLITERASI 

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini 

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri 

Pendidikan Dan Kebudayaan RI no. 158/1977 dan no. 0543 b/ U/198. 

A. Konsonan 

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 

dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi 

dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.Dibawah ini daftar huruf 

arab dan transliterasinya dengan huruf Latin. 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak ا

dilambangkan 

Tidak dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Ṡa ṡ Es (dengan titik diatas) ث

 Jim J Je ج

 Ha h Ha (dengan titik di ح

bawah) 

 Kha Kh Ka dan Ha خ

 Dal D De د

 Ẑal ẑ Zet (dengan titik di ذ

bawah) 

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س



 

vi 
 

 Syin Sy Es dan ye ش

 Ṣad ṣ Es (dengan titik di bawah) ص

 Ḍad ḍ De (dengan titik di ض

bawah) 

 ط

 

Ṭa ṭ Te (dengan titik di 

bawah) 

 Ẓa ẓ Zet (dengan titik di ظ

bawah) 

 ain ’ Koma terbalik (di atas)’ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Ki ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha هـ

 

B. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkat atau diftong. 

1. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

  َ  Fathah a A 

  َ  Kasrah i I 
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  َ  Dammah u u 

 

2. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa 

gabungan antara harakat dan huruf, yaitu: 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah dan ya Ai a dan i ي. .

 Kasrah dan و. .

wau 

Au a dan u 

          Contoh 

 Kaifa :  ك يْف   •

وْل   •  Haula :  ح 

C. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama  

 Fathah dan alif atau اَ....يَ...

ya 

ā a an garis di atas 

 Kasrah dan ya ī i dan garis di atas ي....
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 Dammah dan wau ū u dan garis di atas وُ....

     Contoh: 

 qāla :  ق ال   •

 yaqūlu :  ي قوُْلُ  •

D. Ta’ Marbutah 

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua yaitu:  

1. Ta’ marbutah hidup  

Ta’ marbutah hidup atau yang mendapattkan harakat fathah, kasrah 

dan dammah, literasinya adalah “t”.  

2. Ta’ marbutah mati  

Ta’ marbutah mati atau yang mendapatkan harakat sukun, literasinya 

adalah “h”.  

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, 

maka ta’ marbutah itu literasinya dengan “h”.  

Contoh : 

ةُ الْْ طْف ال   - وْض   raudah al-atfāl/raudahtul atfāla ر 

ةُ  - ر  يْن ةُ الْمُن وَّ د   a-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul الْم 

munawwarah 

ة   -  talhah  ط لْح 
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E. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid ditransliterasikan 

dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.  

Contoh: 

ل   -  nazzala  ن زَّ

 al-birr  الْب ر   -

 

F. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

huruf yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan 

atas:  

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang 

langsung mengikuti kata sandang itu.   

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah 
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 Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan 

dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai 

dengan bunyinya.  

3. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan 

tanpa sempang. Contoh: 

جُلُ  -   ar-rajulu  الرَّ

  al-qalamu  الْق ل مُ  -

 asy-syamsu  الشَّمْسُ  -

لُ  - لَ    al-jalālu  الْج 

 

G. Hamzah 

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya 

berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara 

hamah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab 

berupa alif. Contoh: 

  ta’khużu     ت أخُْذُ   -

ئ  ش يْ  -   Syai’un 

  an-nau’u  النَّوْءُ  -

 inna   إ نَّ  -
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H. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata baik fail, isim maupun huruf ditulis 

terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab 

sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat 

yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan 

kata lain yang mengikutinya.  

Contoh: 

ق يْن    - از  يْرُ الرَّ إ نَّ الله  ف هُو  خ   Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin    و 

مُرْس اه ا - اه ا و  جْر   Bismillāhi majrehā wa mursāhā    ب سْم  الله  م 

 

I. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, 

dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf 

kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital 

digunakan untuk  menulis huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. 

Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis 

dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal 

kata sandangnya.  

Contoh: 

ب    - مْدُ لِل  ر  يْن   الْح  الْع ال م   Alhamdu līllāhi rabbi al- ālamīn 
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يْم   - ح  حْمن  الرَّ   Ar-rahmānir rahīm   الرَّ

 

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila 

dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu 

disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang 

dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.  

    Contoh: 

يْم   - ح   Allaāhu gafurun rahim   اللهُ غ فوُْر  ر 

يْعًا  - م   Lillāhi al-amru jamīla   لِل  الْمُُوْرُ ج 

 

J. Tajwid 

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 

transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. 

Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman 

tajwid. 
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ABSTRAK  

Khayadiyana, 2025. Tinjauan Terhadap Penataan Pegawai Non-ASN 

Berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang 

Aparatur Sipil Negara Perspektif AAUPB. Skripsi Fakultas Syariah Program 

Studi Hukum Tatanegara. Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid 

Pekalongan.  

Pembimbing Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum. 

Penelitian ini membahas tentang Penataan Pegawai Non-ASN 

berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang 

Aparatur Sipil Negara yang mewajibkan Penataannya selesai paling lambat 

bulan Desember 2024. Dimana pada tahun 2024 terdata dalam database BKN 

sebanyak 1.789.051 jiwa.  Dengan rumusan masalah Bagaimana  penataan 

pegawai non-ASN berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 tahun 

2023 Tentang Aparatur Sipil Negara dan bagaimana penataan pegawai Non-

ASN dalam perspektif Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik. Jenis 

penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan 

menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. 

Sumber bahan hukum yang di pakai yaitu sumber bahan hukum primer dan 

sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi pustaka dan 

teori-teori konsep hukum. Teknik analisis menggunakan Teknik evaluative. 

Hasil analisis Pembahasin menggunakan teori Tinjauan Umum Pegawai, Teori 

Reformasi Birokrasi Dan Teori Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. 

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penataan pegawai Non-ASN 

berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang 

Aparatur Sipil Negara merupakan langkah strategis dan komprehensif dalam 

rangkaian reformasi birokrasi yang tengah dijalankan oleh pemerintah 

Indonesia. Penataan tersebut diarahkan agar seluruh pegawai yang bekerja di 

instansi pemerintah memiliki status dan perlakuan hukum yang jelas, 

profesional, dan adil mulai dari verifikasi, validasi dan pengangkatan. 

Pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan penataan pegawai Non-ASN 

sesuia amanat pasal 66 undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur 

sipil negara. Dalam implementasinya, proses ini harus berpedoman pada Asas-

asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), sehingga tidak terjadi 

benturan antara pemerintah sebagai pemberi pelayanan publik dan pegawai 

Non-ASN sebagai penerima pelayanan publik. 

Kata Kunci : Penataan Pegawai Non-ASN, Aparatur Sipil Negara, Asas-Asas 

Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) 
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ABSTRACT 

Khayadiyana, 2025. Review of the Arrangement of Non-ASN Employees 

Based on Article 66 of Law Number 20 of 2023 Concerning State Civil 

Apparatus AAUPB Perspective. Thesis Faculty of Sharia, State Administrative 

Law Study Program. K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University of 

Pekalongan. 

Advisor Achmad Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum. 

This study discusses the Arrangement of Non-ASN Employees based on 

Article 66 of Law Number 20 of 2023 concerning the State Civil Apparatus 

which requires the Arrangement to be completed no later than December 2024. 

Where in 2024 recorded in the BKN database as many as 1,789,051 people. 

With the formulation of the problem How is the arrangement of non-ASN 

employees based on Article 66 of Law Number 20 of 2023 concerning the State 

Civil Apparatus and how is the arrangement of Non-ASN employees in the 

perspective of the General Principles of Good Governance. This type of 

research uses a normative juridical research method using a statutory approach 

and a conceptual approach. The sources of legal materials used are primary 

and secondary legal sources. The technique of collecting legal materials uses 

literature studies and legal concept theories. The analysis technique uses 

evaluative techniques. The results of the Discussant's analysis use the theory 

of General Employee Review, Bureaucratic Reform Theory and the Theory of 

General Principles of Good Governance. 

The results of this study conclude that the arrangement of Non-ASN 

employees based on Article 66 of Law Number 20 of 2023 concerning the State 

Civil Apparatus is a strategic and comprehensive step in a series of 

bureaucratic reforms currently being implemented by the Indonesian 

government. This arrangement is aimed at ensuring that all employees working 

in government agencies have clear, professional, and fair legal status and 

treatment, starting from verification, validation, and appointment. The 

government is committed to completing the arrangement of Non-ASN 

employees in accordance with the mandate of Article 66 of Law Number 20 of 

2023 concerning the State Civil Apparatus. In its implementation, this process 

must be guided by the General Principles of Good Governance (AAUPB), so 

that there is no conflict between the government as a provider of public 

services and Non-ASN employees as recipients of public services. 

Keywords: Arrangement of Non-ASN Employees, State Civil Apparatus, 

General Principles of Good Governance (AAUPB) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pasal 1 Ayat (3) 

menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum” artinya hukum 

berperan sebagai pedoman dalam mengatur kehidupan manusia dalam 

bermasyarakat dan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan 

pemerintahan.1 Sebagai negara hukum, peraturan hukum disuatu negara 

harus memiliki suatu sumber hukum yang mana salah satu sumber hukum 

di Indonesia adalah undang-undang. Oleh karenanya undang-undang 

menjadi acuan sebagai tempat ditemukannya ketentuan-ketentuan hukum 

yang berisikan tata tertib dan aturan praktek penyelenggaraan 

pemerintahan.2  

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan undang-undang 

kepegawaian di Indonesia mengalami beberapa pergeseran Norma pada   

Undang-Undang Kepegawaian.3  Pertama Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian diganti dengan Undang-

Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1974 (Undang-Undang tentang Pokok-Pokok 

Kepegawaian). Perubahan kedua di tahun 2014 menjadi Undang-Undang 

 
1 Pasal 1 Ayat 3 “Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam 

Satu Naskah” (n.d.), 

https://www.mkri.id/index.php?page=web.PeraturanPIH&id=1&menu=6&status=1. 
2 Cecep Cahya Supena, “Manfaat Penafsiran Hukum Dalam Rangka Penemuan Hukum,” 

Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan 8, no. 2 (2022): 428, 

https://doi.org/10.25157/moderat.v8i2.2714. 
3 Emanuel De Jesus, Yohanes G.Tuba Helan, and Norani Asnawi, “Hak Pegawai Negeri 

Sipil Dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, Ditinjau Dari Segi Keadilan” 1, no. 4 (2024): 146, 

https://ejournal.appihi.or.id/index.php/Parlementer/article/download/333/554/2035. 



2 

 

 

 

Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara merubah secara 

menyeluruh undang-undang kepegawaian. Kemudian di tahun 2023 

Lahirlah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil 

Negara yang menjadi perubahan ketiga undang-undang kepegawaian. 

Pegawai Aparatur Sipil Negara terbagi menjadi dua jenis setelah 

disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Apartur Sipil 

Negara yakni pegawai negeri sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan 

Perjanjian Kerja (PPPK). Mengacu pada data Badan Kepegawaian Negara 

(BKN) pada semester II di tahun 2024  jumlah seluruh pegawai ASN di 

Indonesia mencapai 4.734.041 jiwa dengan jumlah PNS  sebanyak 

3.566.141 jiwa (75%) dan jumlah PPPK sebanyak 1.167.900 jiwa (25%).4 

Secara normatif dalam kepegawaian pemerintahan sudah bebas dari 

pegawai honorer dan tenaga Non-ASN. Namun, dalam praktiknya, masih 

saja ada pegawai honorer atau Non-ASN di pemerintahan pusat dan 

daerah. Jumlah pegawai Non-ASN Berdasarkan  data dari Kementrian 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) per 

30 September 2022 mencapai 2.113.158 orang dan pada tahun 2023 

jumlah pegawai non-ASN di seluruh Indonesia mencapai lebih dari 2,3 

juta.5 Pada tahun 2024  Pegawai Non-ASN tersisa sebanyak 1.789.051 

jiwa.6 

 
4 Badan Kepegawaian Negara, Buku Statistik Aparatur Sipil Negara, Data ASN (Jakarta: 

Badan Kepegawaian Negara, 2025), 6–8, https://www.bkn.go.id/unggahan/2025/03/Buku-

Statistik-ASN-Semester-II-Tahun-2024.pdf. 
5 Nurmalita Ayuuningtyas Harahap, “Tinjauan Terhadap Penataan Pegawai Non-Asn 

Pasca Lahirnya Undang-Undang No. 20 Tahun 2023 Dalam Prespektif Ilmu Hukum Profetik” 

13, no. 1 (2024): 137, https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Mizan/article/view/5149. 
6 Kristantyo Wisnubroto, “Penataan Pegawai Non-ASN Untuk Meningkatkan Kualitas 

Birokrasi,” 2025, https://indonesia.go.id/kategori/editorial/9078/penataan-pegawai-non-asn-

untuk-meningkatkan-kualitas-birokrasi?lang=1. 
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Seharusnya tidak adalagi pegawai non-ASN atau tenaga honorer di 

pemerintahan pusat dan daerah sebagaimana yang dijelaskan dalam Surat 

Edaran Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi (KemenPANRB) Nomor B/185/M.SM.02.03 Tentang status 

kepegawaian di lingkungan pemerintah pusat dan daerah bahwa pegawai 

non-ASN sudah dihapus dan di tahun mendatang instansi pemerintah 

dilarang melakukan rekutmen pegawai non-ASN.7 Namun adanya 

penghapusan pegawai non-ASN ini tidak semerta-merta pemerintah 

melakukan pemutusan kerja (PHK) terhadap pegawai non-ASN akan 

tetapi pemerintah  melakukan penataan terhadap pegawai non-ASN 

supaya menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negaraan melalui seleksi Calon 

Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan melalui seleksi Pegawai Pemerintah 

dengan Perjanjian Kerja (PPPK).  

Lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur 

Sipil Negara memberikan kepastian hukum terhadap keberadaan pegawai 

non-ASN sebab pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan 

penataannya pada bulan desember tahun 2024 Sebagaimana tercantum 

dalam Pasal 66.8 Penataan yang dimaksud dalam pasal ini yaitu verifikasi, 

validasi dan pengangkatan oleh lembaga yang berwenang.9 Namun pada 

kenyataannya penataan pegawai non-ASN tersebut belum tuntas hingga 

bulan Desember tahun 2024.  Sebab pengadan Calon Aparatur Sipil 

Negara melalui CPNS pada tahun 2024 baru dimulai pada tanggal 20 

 
7 Luhur Sekhuti, “Penghapusan Tenaga Honorer Dalam Perspektif Hukum Sebagai 

Sarana Pembaharuan Sosial Untuk Mewujudkan Asn Profesional,” Jurnal Hukum Dan 

Pembangunan Ekonomi 10, no. 2 (2022): 217, https://doi.org/10.20961/hpe.v10i2.62840. 
8 Pasal 66 “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang 

Aparatur Sipil Negara” (n.d.), https://peraturan.go.id/files/uu-no-20-tahun-2023.pdf. 
9 Penjelasan Pasal 66 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 

Tentang Aparatur Sipil Negara. 
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Agustus hingga tanggal 6 September 2024 untuk hasil seleksi akan 

diumumkan pada tanggal 15 Januari 2025 jadwal ini Berdasarkan Surat 

Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 5419/B-

KS.04.01/SD/K/2024.10 Sedangkan CASN melalui seleksi Pegawai 

pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap I Berdasarkan Surat 

Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 6610/B-KS.04.01/SD/K/2024 

dibuka pada tanggal 1-20 Oktober 2024.11 Untuk pendaftaran PPPK tahap 

II Berdasarkan Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 1291/B-

KS.04.01/SD/K/2025 dibuka pada tangal 17 November 2024 s.d. 20 

Januari 2025.12 

Belum selesainya penataan pegawai non-ASN pada bulan Desember 

2024 menunjukan bahwa pemerintah tidak menaati amanat dari Pasal 66 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara 

karena seharusnya pegawai Non-ASN sudah mendapatkan Haknya 

berststus ASN. Hal ini menunjukan bahwa pemerintah telah mengabaikan 

prinsip asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu mengabaikan asas 

kepastian hukum sebab secara normatif seharusnya pegawai Non-ASN 

pada bulan Desember tahun 2024 sudah berstatus Aparatur Sipil Negara 

dan mengabaikan asas kepentingan umum yaitu pemerintah telah 

mengabaikan kesejahteraan pegawai non-ASN karena pemerintah tidak 

 
10 Berdasarkan “Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor : 5419/B-

KS.04.01/SD/K/2024” (n.d.), https://www.bkn.go.id/unggahan/2024/08/S-Instansi-Jadwal-

Seleksi-CPNS-Tahun-2024-1.pdf. 
11 Berdasarkan “Surat Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 6610/B-

KS.04.01/SD/K/2024.” (n.d.), https://www.bkn.go.id/unggahan/2024/09/S-Instansi-Jadwal-

Seleksi-Pengadaan-PPPK-T.A.-2024-DS.pdf. 
12 Berdasarkan “Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor : 1292/B-

KS.04.01/SD/K/2025” (n.d.), https://www.bkn.go.id/unggahan/2025/01/S-1291-Perpanjang-

Jadwal-PPPK-Tahap-II-DS.pdf. 
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memberikan jaminan bahwa pegawai non-ASN akan menjadi pegawai 

Aparatur Sipil Negara (ASN).  

Adanya latar belakang permasalahan ini menjadilan peneliti sangat  

tertarik untuk menelit permasalahan tersebut agar dapat menjelaskan lebih 

dalam terkait bagaimana penataan pegawai non-ASN yang dilakukan 

pemerintah berdasarkan  undang-undang ini. Dengan judul “TINJAUAN 

YURIDIS PENATAAN PEGAWAI NON-ASN: ANALISIS PASAL 66 

UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG 

APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PERSPEKTIF ASAS-ASAS 

UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK” 

B. Rumusan Masalah   

1. Bagaimana pelaksanaan penataan pegawai Non-ASN berdasarkan 

Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 Tentang Aparatur 

Sipil Negara? 

2. Bagaimana pelaksanaan penataan pegawai Non-ASN dalam perspektif 

Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik? 

C. Tujuan Penelitian  

1. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan 

penataan pegawai Non-ASN berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang 

Nomor 20 tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara. 

2. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan 

penataan pegawai Non-ASN dalam perspektif Asas-Asas Umum 

Pemerintahan yang Baik.  

D. Manfaat Penelitian 

Harapan penulis dilakukannya penelitian ini semoga  memberikan 

manfaat secara teoritis dan secara praktis, adapun uraiannya sebegai 

berikut : 
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1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam dunia 

pendidikan sebagai peningkatan ilmu pengetahuan dan wawasan dalam 

hukum tata negara khususnya dalam penataan pegawai Non-ASN.  

2. Manfaat praktis 

Hasil penelitian bisa memberikan pandangan berupa gagasan yang 

dijadikan pertimbangan sebagai salah satu bahan dalam pembentukan 

undang-undang maupun kebijakan-kebijakan lain di masa mendatang. 

E. Kerangka teori 

1. Gambaran Umum Pegawai 

a. Pegawai Aparatur Sipil Negara  

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur 

Sipil Negara yang dimaksud pegawai aparatur sipil negara atau 

dikenal dengan pegawai ASN merupakan pegawai yang diangkat 

Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang diberi jabatan sesuai 

dengan tugas yang diterima dan digajih sesuai peraturan 

perundang-undangan. Berdasarkan undang-undang ASN hanya 

terdapat dua jenis pegawai ASN yaitu Pegawai Negari Sipil (PNS) 

dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).13  

b. Pegawai Non ASN  

Pegawai non-ASN merupakan pegawai yang diangkat oleh  Pejabat 

Pembina Kepegawaian (PPK) maupun pejabat pemerintahan guna 

menjalankan tugas tertentu yang gajihnya menggunakan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau menggunakan 

Anggaran Pendapatan dan  Belanja Daearah (APBD) sesuai 

 
13 Pasal 1 angka 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang 

Aparatur Sipil Negara. 



7 

 

 

 

ruanglingkup bekerja (pusat atau daerah.14 Meskipun bekerja 

dilembaga pemerintahan pegawai non-ASN merupakan pegawai 

tampa status ASN yang terdiri dari beberapa golongan diantaranya 

dari tenaga kontrak, tenaga honorer, pekerja harian lepas, pegawai 

tidak tetap dan pekerja magang. 

2. Reformasi Birokrasi 

Salah satu upaya manajemen mendasar yang diharapkan dapat 

menghasilkan perubahan sistem dan struktural yang bermanfaat 

adalah reformasi birokrasi.15 Pemerintah menggunakan reformasi 

birokrasi sebagai strategi transformasi untuk memberikan layanan 

yang lebih bermutu. Ketika situasi saat ini menuntut perubahan, 

reformasi birokrasi pun dilakukan. Reformasi birokrasi dilaksanakan 

ketika keadaan yan ada mengharuskan perubahan untuk 

menyelesaikan masalah tanpa membahayakan sistem yang ada.16 

Gagasan negara hukum telah menjadi salah satu agenda utama sejak 

reformasi dilaksanakan pada tahun 1998. Peristiwa yang paling 

signifikan adalah amandemen UUD 1945 khususnya amandemen 

ketiga pada tahun 2001 yang menjelaskan Indonesia adalah negara 

 
14 Vadya Levita Putri, Askolani Askolani, and Kusuma Agdhi Rahwana, “Analisis 

Perbandingan Kinerja Pegawai PNS Dan Non PNS Dinas XXX Kota XXX,” CEMERLANG : 

Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Bisnis 3, no. 4 (2023): 160, 

https://doi.org/10.55606/cemerlang.v3i4.1887. 
15 Endang Try Setyasih, “Reformasi Birokrasi Dan Tantangan Implementasi Good 

Governance Di Indonesia,” Jurnal Ilmu Sosial 6, no. 1 (2023): 48, 

https://ejournal.goacademica.com/index.php/jk/article/download/671/618. 
16 Lilis Sholihah and Mulianingsih, “Reformasi Birokrasi (Reposisi Dan Penerapan E-

Government),” JMB Media Birokrasi 5, no. 1 (2023): 44, 

https://ejournal.ipdn.ac.id/JMB/article/download/3189/1604/. 



8 

 

 

 

hukum  sehingga tindakan pemerintah  didasarkan pada aturan 

hukum.17  

Reformasi birokrasi yang tercamtum dalam Undang-Undang 

Dasar 1945  merupakan cikal bakal penataan kembali sistem 

pemerintahan. Reformasi Aparatur Sipil Neraga menjadi tujuan utama 

pascareformasi yang ditandai dengan perubahan undang-undang 

kepegawaian menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang 

Aparatur Sipil Negara disebabkan sebagaimana disebutkan pada poin 

d asas-asas hukum kepegawaian perlu dimutakhirkan agar sesuai 

dengan tuntutan dalam negeri dan internasional.18 

Adanya perubahan dalam pelaksanaan fungsi Aparatur Sipil 

Negara dan tuntutan masyarakat menyebabkan pada tahun seterusnya 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara 

diganti dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang 

Aparatur Sipil Negara karena tidak sejalan lagi maka diterbitkanlah  

pergantian norma mengubah tata kelola dan administrasi ASN secara 

signifikan, termasuk teknis pengisian jabatan pimpinan tinggi, adanya 

perubahan tersebut diharapkan dapat mengubah tata kelola ASN dan 

menjamin profesionalisme, tanggung jawab dan kejujuran di semua 

jenjang pemerintah. 

Dalam “Undang-Undang Nomor  20 Tahun 2023 tentang 

ASN”ada tujuh agenda tranformasi yang tertuang yakni “Transformasi 

Rekrutmen dan Jabatan, Kemudahan mobilitas talenta nasional, 

 
17 Jamri and Wandi, “Tinjauan Yuridis Keberadaan Pegawai Nonaparatur Sipil Negara 

Di Instransi Pemerintahan Pasca Lahirnya Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang 

Aparatur Sipil Negara,” 2016, 3, https://ejournal.unisi.ac.id/index.php/das-

sollen/article/download/929/607/. 
18 Jamri and Wandi, 3. 
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percepatan pengembangan kompetensi, penataan pegawai non-ASN, 

reformasi pengelolaan kinerja dan kesejahteraan ASN, digitalisasi 

menajemen ASN, dan penguatan budaya kerja dan citra institusi.”19  

3. Asas-asas Umum Pemeri ntahan yang Baik 

a. Pengertian  

Kata "asas" dari Asas-asas umum pemerintahan yang baik 

mengacu pada gagasan hukum sebagai berfungsi dasar bagi suatu 

aturan hukum,  Asas hukum ini menjadi dasar bagi norma hukum 

lainnya dan asas pemerintahan. Kata “umum” menyiratkan 

“lengkap”, maka peraturan yang mengatur harus mencakup unsur-

unsur yang penting dan dapat diterima secara sosial. Kata 

"pemerintah" menggambarkan lembaga atau perwakilan negara 

yang menjalankan fungsi resmi sesuai dengan persyaratan hukum 

yang relevan. Kemudian istilah "baik" menyiratkan bahwa 

kebijakan atau tindakan pemerintah secara umum berpedoman 

pada hal-hal patut sehingga dapat diterima sebagai aturan bagi 

penyelenggaraan pemerintahan dan bagi masyarakat.20  

Dalam negara hukum upaya pemerintah dalam melaksanakan 

kebijaksanaan dalam rangka mencapai kesejahteraan dilandaskan 

pada berlakunya peraturan perundang-undangan hal ini lazim 

disebut bertindak sesuai prinsip freies ermessen. Menurut teori 

 
19 Humas MenPANRB, “Transformasi Rekrutmen Dan Penataan Pegawai Non-ASN 

Bagian Agenda Transformasi ASN,” Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi (PANRB), 2025, https://menpan.go.id/site/berita-terkini/transformasi-

rekrutmen-dan-penataan-pegawai-non-asn-bagian-agenda-transformasi-asn. 
20 Cekli Setya Pratiwi, Shinta Ayu Purnamawati Fauzi, and Christina Yulita Purbawati, 

Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, ed. Adriaan W. Bedner and Imam Nasima, vol. 

11 (Jakarta: LeIP, 2016), 46, https://leip.or.id/wp-content/uploads/2016/05/Penjelasan-

Hukum-Asas-Asas-Umum-Pemerintahan-yang-Baik-Hukum-Administrasi-Negara.pdf. 
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negara kesejahteraan, Pemerintah bertindak atau turun tangan 

sebagai entitas yang bertugas memastikan kesejahteraan dan 

kemakmuran rakyatnya.21  

AAUPB menjadi prinsip dasar dalam pelaksanaan 

administrasi negara sebagaimana dijelaskan pada pasal 5 huruf c 

Undang-Undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi 

Pemerintahan.22 Ditegaskan kembali pada Pasal 6 sampai Pasal 8 

bahwa penyelenggara negara wajib mendasarkan kewenangannya 

pada AAUPB, bahkan dalam Pasal 7 menegaskan bahwa 

penyelenggara negara wajib berpegang pada AAUPB dan 

penyelenggara negara wajib mengikuti ketentuan AAUPB.23 

Sebagaimana dinyatakan pada Pasal 10 undang-undang nomor 30 

tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan bahwa ada delapan 

prinsip AAUPB.24 Berikut merupakan delapan prinsip-prinsip 

AAUPB : 

1) Asas Kepastian hukum  

Artinyaa setiap kebijakan negara harus menggunakan Asas 

Kepastian Hukum ketika melaksanakan suatu program, 

dengan mengutamakan peraturan undang-undang, kepatutan 

dan kewajaran. 

 
21 Solechan, “Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik,” 

Administrative Law and Governance Journal 2, no. 3 (2019): 544, 

https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.541-557. 
22 Pasal 5 huruf c “Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi 

Pemerintah” (n.d.), https://peraturan.bpk.go.id/Download/28023/UU Nomor 30 Tahun 

2014.pdf. 
23 Khalid Prawiranegara, “Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik 

Pada Pemerintahan Kabupaten Dompu,” Jurnal Lex Renaissance 6, no. 3 (2021): 598, 

https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss3.art11. 
24 Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah. 
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2) Asas Kemanfaatan 

Menurut asas kemanfaatn, setiap keputusan pemerintah harus 

mempertimbangkan kepentingan negara dan masyarakat 

secara seimbang.  

3) Asas Ketidak berpihakan 

Ketika menetapkan kebijakan, membuat keputusan, atau 

mengambil tindakan lain, lembaga dan personel pemerintah 

diharuskan oleh prinsip imparsialitas untuk 

mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat 

dan menghindari diskriminasi. 

4) Asas Kecermatan  

Berdasarkan asas ini untuk menjaga validitasnya, semua 

keputusan dan tindakan pemerintah semestinya sesuai dengan 

informasi dan dokumentasi yang komprehensif dan dapat 

diandalkan. Oleh karena itu sebelum diputuskan dan 

dilaksanakan pemerintah harus direncanakan secara matang. 

5) Asas tidak menyalahgunakan kewenangan 

Pejabat instansi pemerintah harus senantiasa menjalankan 

tugasnya sesuai kewenangan yang diberi oleh undang-undang 

yang berlandaskan pada asas tidak boleh melebihi batas. 

6) Asas Keterbukaan  

Asas keterbukaan berarti pemerintah selalu memberi 

informasi yang tepat dan akurat serta tidak diskriminatif 

terhadap penyelenggaraan pemerintahan dengan kata lain 

transparansi publik. 
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7) Asas Kepentingan Umum  

Asas kepentingan umum artinya setiap kebijkan pemerintah 

harus tertuju terhadap kesejahteraan masyarakat serta 

memberikan kemanfaatan bersama . 

8) Asas Pelayanan yang baik 

Asas ini berarti pemerintah harus melakukan pelayanan 

public sesuai standar pelayanan dan ketentuan undang-

undang dengan memberikan pelayanan yang cepat , akurat 

dan transfaran. 

b. Fungsi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik 

Pada awalnya, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik 

(AAUPB) diperkenalkan sebagai alat untuk melindungi hak-hak 

hukum warga negara dan sebagai instrumen untuk meningkatkan 

perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah..25 Asas-Asas 

Umum Pemerintahan yang Baik  berfungsi sebagai pedoman bagi 

pemerintah dan pejabat administrasi negara dalam menjalankan 

tugasnya, guna memastikan penyelenggaraan pemerintahan yang 

baik. Muin Fahmal menjelaskan bahwa AAUPB berperan sebagai 

petunjuk bagi penyelenggara negara dalam melaksanakan 

tugasnya, agar tindakan yang diambil tetap sejalan dengan tujuan 

hukum yang sebenarnya.26 Adapun fungsi AAUPB sebagai 

berikut:  

 
25 Solechan, “Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik,” 

546. 
26 Solechan, 546. 
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1. Dalam konteks ketatanegaraan, asaa-asas tersebut dapat 

dijadikan sebagai kerangka dalam melaksanakan suatu 

kebijakan. 

2. Bagi warga negara,  dalam pengajuan gugatan di PTUN asas-

asas umum pemerintahan yang baik dijadikan sebagai dasar  

menggugat putusan Tata Usaha Negara.  

3. Bagi Hakim pengadilan tata usaha negara, asas-asas umum 

pemerintahan yang baik dapat dijadikan pertimbangan dalam 

memutus perkara PTUN. 

4. Bagi lembaga legislatif, dalam pembuatan naskah akademik 

pada rancangan undang-undangan Asas Umum Pemerintahan 

yang Baik juga dapat dijadikan pedoman dalam 

pembuatanya. 

F. Kajian Pustaka 

Sebelum melakukan penelitian ini tentunya peneliti sudah menggali 

informasi melalui penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya dan 

karya ilmiah dari berbagai kalangan khususnya mengenai politik hukum. 

Selain itu peneliti juga meninjau beberapa hasil penelitian, sehingga tidak 

terjadi pengulangan penelitian. Untuk menyusun penelitian ini, maka 

digunakan penelitian-penelitian berikut :  

Tabel kajian pustaka 

No Identitas Judul Hasil 

1. Jurnal Ilmu 

Hukum, Volume 

13 Nomor 1, Juni 

2024 ISSN : 2301-

7295 e-ISSN : 

2657-2494, Oleh 

Nurmalita 

“Tinjauan 

Terhadap Penataan 

Pegawai Non-Asn 

Pasca Lahirnya 

Undang-Undang 

No. 20 Tahun 2023 

Dalam Prespektif 

Dalam hal pembinaan 

Pegawai Non-ASN, 

pemerintah seharus 

menjadi contoh dalam 

pembuat kebijakan 

sehingga memberikan 

keadilan dan sebagai 
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Ayuuningtyas 

Harahap, 2024 

Ilmu Hukum 

Profetik”.27 

perlindungan hukum 

kepada para pegawai non-

ASN. Oleh karena itu, 

pemerintah sendiri tidak 

boleh bertindak sewenang-

wenang yang bertentangan 

dengan nilai transendental. 

2. (2024), 2 (6): 111–

118 Jurnal Ilmu 

Sosial dan 

Humaniora, Oleh 

Adilla 

Rahmatushiva, 

Charyza Barus, 

Rahmavenda Tri 

Puspitasari, 2024 

“Analisis Penataan 

Kepegawaian Asn 

Di Indonesia: 

Penghapusan 

Tenaga Honorer 

Pada Uu Nomor 20 

Tahun 2023”.28 

Pemerintah harus 

mengambil keputusan yang 

tepat terkait dampak yang 

ditimbulkan terhadap 

penyelenggaraan 

pemerintahan khususnya di 

bidang manajemen 

pegawai ASN, serta 

mampu menciptakan 

manajemen yang tepat 

untuk mewujudkan ASN 

yang mampu bersaing di 

kancah global ketika 

menghapus tenaga honorer 

sesuai Undang-undang 

Nomor 20 tahun 2023. 

3. Jurnal Ilmu 

Manajemen, 

Bisnis dan 

Ekonomi | JIMBE 

Vol. 2 No. 1 

(2024) e-ISSN: 

2987-7156, Oleh 

Irva Afrizalni, 

“Masa Depan Guru 

Honorer Terkait 

Dengan 

Penghapusan 

Tenaga Honorer 

Berdasarkan UU 

Nomor 20 Tahun 

2023”.29 

Pemberhentian Tenaga 

non-ASN berdampak pada 

masa depan tenaga honorer 

di Indonesia. Kendati 

tujuan dari strategi ini 

adalah sebagai 

peningkatkan 

profesionalisme dan 

 
27 Nurmalita Ayuuningtyas Harahap, “Tinjauan Terhadap Penataan Pegawai Non-Asn 

Pasca Lahirnya Undang-Undang No. 20 Tahun 2023 Dalam Prespektif Ilmu Hukum Profetik.” 
28 Adilla Rahmatushiva et al., “Analisis Penataan Kepegawaian Asn Di Indonesia: 

Penghapusan Tenaga Honorer Pada Uu Nomor 20 Tahun 2023,” Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, 

Sosial, Dan Humaniora 2, no. 6 (2024): 111–18, 

https://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura/article/view/1533. 
29 Irva Afrizalni et al., “Masa Depan Guru Honorer Terkait Dengan Penghapusan Tenaga 

Honorer Berdasarkan Uu Nomor 20 Tahun 2023,” Jurnal Ilmu Manajemen, Bisnis Dan 

Ekonomi JIMBE 2, no. 1 (2024): 21–30, 

https://malaqbipublisher.com/index.php/JIMBE/article/view/153/283. 
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Hilda Desma Fitri, 

Silvina Maharani 

Putri, Yulia 

Hanoselina, 2024 

efisiensi sistem 

pemerintahan, namun 

terdapat kendala besar 

untuk  memastikan bahwa 

tenaga honorer yang 

terancam kehilangan 

pekerjaan mendapatkan 

transisi yang adil. 

 

Penjelasan persamaan, perbedaan dan unsur kebaruan antara 

penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu 

sebagai berikut : 

1. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-

sama membahas tentang penataan pegawai non-ASN dalam 

Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil 

negara. Penelitian ini memiliki perbedaan secara umum dengan 

penelitian terdahulu, Pada penelitian ini di fokuskan pada penataan 

pegawai non-ASN berdasrkan  pasal 66 dan  menggunakan 

perspektif AAUPB sedangkan penelitian terdahulu lebih fokus 

pada pemataan pegawai non-asn ditinjau dari prespektif ilmu 

hukum profetik. Adapun unsur pembaharu dalam penelitian adalah 

fokus penelitian terhadap penataan pegawai non-ASN tahun 2024. 

2. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-

sama membahan penataan kepegawaian berdasarkan undang-

undang nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. 

Penelitian ini memiliki perbedaan secara umum dengan penelitian 

terdahulu yaitu penelitian penulis lebih fokus terhadap penataan 

pegawai non-asn sedangkan penelitian terdahulu lebih fokus 

terhadap penghapusan tenaga honorer. Adapun unsur pembaharu 
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dalam penelitian ini akan mengupas kepastian hukum terhadap 

status pegawai non-ASN. 

3. Persamaan penelitin ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-

sama membahas jaminan sosial terhadap pegawai non-ASN. 

Penelitian ini memiliki perbedaan secara umum dengan penelitian 

terdahulu yaitu penelitian penulis lebih fokus terhadap efektivitas 

penataan pegawai non-ASN sedangkan penelitian terdahulu lebih 

fokus terhadap dampak dari penghapusan pegawai non-ASN. 

Adapun unsur pembaharu dari penelitian ini peneliti akan fokus 

pada asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam penataan 

pegawai non-ASN. 

G. Metode Penelitian 

Seperangkat praktik ilmiah yang dikenal sebagai metodologi penelitian 

yang menjelaskan bagaimana penelitian ilmiah dilakukan dan sebagai 

landasan untuk memahami suatu objek dan subjek dalam penelitian yang 

akan disajikan. Peneliti dalam penelitiannya menerapkan metode 

penelitian sebagai berikut : 

1. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian peneliti memakai jenis penelitian yuridis normatif 

yakni penelitian dengan mengandalkan kaidah hukum seperti undang-

undang dan teori-teori hukum yang mengacu pada cara meneliti 

bahan-bahan pustaka dan bahan sekunder.30 Peneliti akan 

menggabungkan berbagai teori, konsep, dan prinsip hukum untuk 

menghasilkan sejumlah bahan hukum, seperti hukum dan doktrin, 

 
30 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Press, 2020), 45, 

https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode Penelitian Hukum.pdf. 
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yang dihasilkan dari pertumbuhan ilmu hukum. Data atau materi yang 

menarik atau relevan dikumpulkan selama proses penyusunan 

penelitian untuk diperiksa sehubungan dengan tema penelitian. 

2. Pendekatan Penelitian  

Peneliti dalam penelitiannya menggunakan Pendekatan perundang-

undangan (statute approach) dengan menelaah seluruh peraturan 

undang-undang serta regulasi yang sedang diteliti dan menggunakan 

pendekatan konseptual (conceptual approach) yakni pendekatan 

berdasarkan pandangan atau doktrin dari ilmu hukum.31 Mengingat 

pemahaman pandangan atau doktrin menjadi dasar untuk 

merampungkan masalah hukum yang akan diteliti maka Pendekatan 

ini sangat diperlukan. 

3. Sumber Bahan Hukum 

Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari 

dua kategori utama, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder. Adapun uraiannya meliputi : 

a. Bahan Hukum Primer 

Dalam penelitian ini peneliti memakai peraturan perundang-

undangan sebagai bahan hukum primer karena undang-undang 

dijadikan sebagai dasar hukum yang mengikat. Adapun undang-

undang yang dipakai pada penelitian meliputi : 

1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang 

Administrasi Pemerintahan. 

 
31 Muhaimin, 56–57. 
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3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur 

Sipil Negara. 

4) Peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 

2024 Tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara. 

5) Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 

Tahun 2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi dan 

Validasi Data Pegawai Non-Aparatur Sipil Negara. 

b. Bahan Hukum Sekunder  

Bahan hukum sekunder yang dipakai peneliti bersumber dari teori 

hukum, doktrin, temuan penelitian, tesis, jurnal, berita acara 

badan kepegawaian negara dan berita acara Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi birokrasi. Tentu saja 

bahan-bahan ini salaing berkaitan yang dapat membantu peneliti 

menemukan informasi yang dibutuhkan sebagai penjelasan 

hukum primer.32  

4. Teknik pengumpulan bahan hukum 

Penelitian ini memakai metode studi pustaka yang artinya 

pengumpulan data dilakukan secara dokumentasi ataupun berkas dan 

meninjau informasi serta keterangan-keterangan yang terbaik dari 

sebuah karya ilmiah yang mempunyai kemiripan dengan topik yang 

diteliti.33 

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini memakai 

prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-

 
32 Gusti Ketut Ariawan, “Penelitian Hukum Normatif” 1, no. 1 (2013): 28, 

https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/KW/article/view/419/344. 
33 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, 65. 
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undangan, serta pengelompokan dan penyusunan sistematis bahan 

hukum yang relevan dengan studi ini. Dengan demikian, metode yang 

digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum dalam penelitian ini 

ialah studi kepustakaan. Studi kepustakaan tersebut meliputi kegiatan 

membaca, menelaah, mencatat, menyusun ulasan terhadap bahan 

pustaka, serta melakukan penelusuran melalui media internet yang 

berhubungan dengan topik.  

5. Teknik analisis bahan hukum 

Salah satu jenis analisis yang digunakan untuk menyarankan tindakan 

yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah tertentu adalah 

Teknik analisis evaluative yang merupakan metode dalam penelitian 

hukum untuk menilai kualitas, relevansi, dan efektivitas norma hukum 

yang ada. Tujuan utamanya adalah untuk menentukan apakah suatu 

norma hukum atau kebijakan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip 

hukum yang berlaku dan apakah dapat diterapkan secara efektif dalam 

praktik.34 Pendekatan ini dapat menghasilkan ide-ide segar, hipotesis, 

atau argumen untuk membantu menyelesaikan masalah dalam 

penelitian. Preskriptif secara khusus mengacu pada objek penelitian 

hukum yang menggabungkan keterpaduan  antara norma dan prinsip 

hukum, antara peraturan dan standar hukum, dan antara hukum dan 

perilaku individu. 

 

 
34 Muhaimin, 67. 
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H. Sistematika Penulisan 

Rencana penulisan dalam penelitian  akan ditulis dalam format 

terstruktur menggunakan lima bab kemudian dalam setiap bab akan 

direnci menjadi beberapa sub-bab agar pembaca lebih mudah memahami 

tujuan dari penelitian. Gambaran sistemematikan penulisan yang akan 

disajikan meliputi : 

BAB I Pendahuluan, pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai 

latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

kerangka teori, kajian Pustaka, metode penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II Kajian Teoritik dan Konseptual, dalam bab ini peneliti 

menjelaskan teori-teori yang akan dipakai dalam penelitian meliputi teori 

tinjauan umum pegawai, teori reformasi birokrasi dan teori asas-asas 

umum pemerintahan yang baik. 

BAB III Hasil penelitian, dalam bab ini peneliti menjelaskan hasil 

penelitiannya mengenai bagaimana pelaksanaan penataan pegawai non-

ASN berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 

Tentang Aparatur Sipil Negara. 

BAB IV Analisi Hasil Penelitian, dalam bab ini akan menjelaskan dari 

hasil analisisnya terkait bagaimana pelaksanaan penataan pegawai Non-

ASN dilihat dari Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik. 

BAB V Penutup, pada bagian bab ini peneliti akan menyajikan 

Kesimpulan dan rekomendasi terkait hasil penelitian yang dilakukan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dengan menggunakan teori 

tinjauan umum kepegawaian, teori reformasi birokrasi dan teori asas-asas 

umum pemerintahan yang baik, maka penelitian ini menyimpulkan bahwa 

Penataan pegawai Non-Aparatur Sipil Negara (Non-ASN) yang 

diamanatkan pada Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 

tentang Aparatur Sipil Negara wajib selesai paling lambat bulan Desember 

tahun 2024. Penataan pegawai Non-ASN merupakan langkah strategis dan 

komprehensif dalam rangkaian reformasi birokrasi yang tengah dijalankan 

oleh pemerintah Indonesia. Penataan tersebut diarahkan agar seluruh 

pegawai yang bekerja di instansi pemerintah memiliki status dan 

perlakuan hukum yang jelas, profesional, dan adil. Pemerintah 

berkomitmen untuk menyelesaikan penataan pegawai Non-ASN dengan 

melakukan verifikasi, validasi dan pengangkatan Aparatur Sipil Negara 

melalui seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan seleksi Pegawai 

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang terdiri dari 2 tahapan. 

Seleksi CASN ini diutamakan bagi pegawai Non-ASN yang terdaftar 

dalam database Badan kepegawaian Negara (BKN), bagi pegawai Non-

ASN yang tidak memenuhi syarat (TMS) atau tidak lolos pada seleksi 

CPNS atau seleksi PPPK  tahap 1 dan 2 akan dialihkan menjadi PPPK 

Paruh Waktu sesuai Putusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil 

Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 

2025. 
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Pentingnya penataan pegawai Non-ASN sebagaimana diatur dalam 

Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 merupakan bentuk 

kontribusi nyata terhadap perbaikan kebijakan kepegawaian di Indonesia. 

Penataan ini tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan persoalan status 

hukum pegawai Non-ASN yang selama ini belum memperoleh kepastian, 

tetapi juga menjadi momentum untuk memperkokoh prinsip-prinsip tata 

kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu,  Asas-Asas Umum 

Pemerintahan yang Baik (AAUPB) perlu dijadikan sebagai pijakan utama 

dalam seluruh proses penataan oleh pemerintah pusat maupun daerah, baik 

pada perumusan kebijakan maupun pada implementasi di lapangan. 

Aspek-aspek seperti keterbukaan informasi, kejelasan prosedur, dan 

perlakuan yang adil harus menjadi standar minimum yang wajib dipenuhi 

oleh setiap instansi yang terlibat. Selain itu, pegawai non-ASN juga dapat 

menggunakan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik untuk 

mengetahui hak-hak mereka, sehingga tidak terjadi benturan antara 

pemerintah sebagai pemberi pelayanan publik dan pegawai Non-ASN 

sebagai penerima pelayanan publik. 

B. Rekomendasi  

Dalam penataan pegawai Non-ASN Diperlukan penguatan sistem 

pengawasan dan evaluasi yang bersifat transparan, objektif, dan 

akuntabel. Keterlibatan masyarakat sipil dalam proses monitoring juga 

sangat penting guna menciptakan pengawasan partisipatif dan mendorong 

terciptanya kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah. Pemerintah 

sebaiknya menyediakan kanal pengaduan yang responsif dan menjamin 

perlindungan terhadap pegawai non-ASN yang menyampaikan keluhan 

atas pelanggaran prosedur atau asas-asas pemerintahan yang baik. Dengan 
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demikian, proses penataan dapat berjalan lebih inklusif dan menjunjung 

tinggi keadilan administratif. 

Bagi pegawai Non-ASN sendiri, peningkatan literasi hukum dan 

administrasi publik sangat diperlukan agar mereka mampu memahami hak 

dan kewajiban yang melekat dalam proses transisi menuju ASN. Pegawai 

non-ASN juga diharapkan dapat bersikap proaktif dalam mencari 

informasi yang relevan, serta melaporkan potensi pelanggaran secara 

tertib melalui jalur yang tersedia. Hal ini merupakan bentuk partisipasi 

aktif yang dapat memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam 

reformasi birokrasi. Dengan adanya sinergi antara pemerintah dan 

pegawai non-ASN, penataan ini diharapkan tidak hanya menyelesaikan 

persoalan status kepegawaian, tetapi juga menjadi langkah awal menuju 

birokrasi yang profesional, adil, dan berintegritas. 
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